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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa kasus pencemaran nama baik pada bab-bab  

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan 

pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara pencemaran 

nama baik melalui media massa pada masing-masing kasus berbeda. Pada 

umumnya, dalam menangani kasus pencemaran nama baik majelis hakim 

lebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur pencemaran nama 

baik. Majelis hakim juga mempertimbangkan sisi kebenaran dari 

pemberitaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat yang 

tidak serta merta selalu  dikenakan dengan ketentuan tindak pidana 

pencemaran nama baik oleh majelis hakim.  

Jadi,  dari beberapa kasus yang telah dibahas bahwa perbuatan 

yang sudah dilakukan tersebut tidak bisa langsung dihukum jika apa yang 

dilakukan dalam pemberitaan pers tersebut untuk membela kepentingan 

umum atau bermanfaat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu majelis 

hakim sudah melakukan pertimbangan hukum yang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan terhadap delik pencemaran nama baik 

yang dikaitkan dengan adanya perlindungan kebebasan berpendapat yang 

dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.  
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B. Saran  

Adapun saran yang diperoleh penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah harus lebih selektif dan melihat keadaan saat ini 

dalam menentukan Undang-Undang seperti apa yang paling cocok 

untuk diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik ini, karena jika 

tidak maka akan membuat Pers mati dan kehilangan perlindungan 

kebebasan berpendapat. 

2. Agar tidak terjadi pembatasan dalam mengemukakan pendapat 

sebaiknya dituangkan secara lengkap dan terperinci dalam Undang-

Undang dan sanksi yang dijatuhkan lebih  kepada ganti rugi sehingga 

setiap orang yang melanggar tidak perlu dipidanakan (hukuman 

penjara). 
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